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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Salah satu tugas pemerintah yang diamanatkan dalam konstitusi yakni 

memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan sosial warga masyarakat. Untuk itu, 

berbagai terobosan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah 

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi 

daerah kepada setiap daerah merupakan salah satu kebijakan untuk mempercepat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan otonomi daerah berarti 

pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemerintah 

daerah yang diberi kewenangan yang luas. Namun dalam perjalanannya, masih tetap 

ditemui adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Hal ini 

tentunya berdampak pada masih banyaknya warga masyarakat yang hidup di bawah 

garis kemiskinan atau masih tidak sejahtera. Permasalahan semakin rumit dengan 

adanya bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, seperti banjir, tanah longsor, 

gempa bumi, dan bencana wabah penyakit corona disease 19 (virus korona atau covid 

19). Berbagai permasalahan tersebut, tentunya harus disikapi oleh pemerintah dengan 

mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu kebijakan yang sangat populer yang diambil oleh pemerintah dalam 

memenuhi kesejahteraan sosial masyarakat ialah pemberian bantuan sosial kepada 

masyarakat yang belum beruntung dari aspek ekonomi keluarganya, yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Bantuan 
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sosial dari pemerintah tersebut yang telah berikan kepada warga masyarakat tersebut 

yakni jaring pengaman sosial (JPS), program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial 

tunai (BST), bantuan pangan non tunai (BPNT), iuran jaminan kesehatan nasional 

(Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan subsidi listrik, 

dan bantuan lain untuk masyarakat miskin. Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan 

Nomor 181 tahun 2012 bantuan sosial yang disingkat bansos adalah pengeluaran 

berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai jenis bantuan sosial tersebut diberikan kepada warga masyarakat yang 

kurang mampu dari aspek ekonomi, agar mereka tidak semakin terpuruk. Namun 

dalam kenyataannya dari berbagai informasi, baik media cetak maupun media 

elektronik, berbagai pernasalahan muncul dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, 

seperti sosialisasi yang kurang efektif, pendataan masyarakat yang memenuhi 

persyaratan untuk menerima bantuan sosial namun tidak didata, bantuan sosial yang 

tidak tepat sasaran, dan lain-lain. Banyaknya permasalahan dalam penyaluran bantuan 

sosial kepada masyarakat, tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut 

terjadi, bahkan hampir di seluruh daerah, kasusnya hampir sama. Padahal penyaluran 

bantuan sosial kepada masyarakat, bukan merupakan hal yang baru dilaksanakan oleh 

pemerintah disetiap daerah. 
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Munculnya permasalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada 

masyarakat, umumnya terjadi pada tingkat bawah, yakni di desa atau kelurahan. 

Kurang efektifnya sosialisasi dan kekurangakuratan data warga masyarakat calon 

penerima bantuan, menjadi alasan utama banyak masalah dalam penyaluran bantuan 

sosial. Demikian juga halnya yang terjadi Kota Gorontalo, penyaluran bantuan sosial 

masih banyak menimbulkan masalah, seperti yang terjadi di Kelurahan Liluwo yang 

dijadikan tempat penelitian.  

Dari informasi yang diberikan salah seorang tokoh masyarakat setempat, 

permasalahan yang sering terjadi dalam pemyaluran bantuan sosial lebih banyak 

disebabkan karena tidak akuratnya data penerima bantuan sosial. Menurut tokoh 

masyarakat tersebut, dalam menentukan warga penerima bantuan sosial harus 

dilakukan validasi data warga penerima bantuan terlebih dahulu agar ada jaminan 

bahwa bantuan sosial yang akan warga terima bisa bermanfaat untuk warga 

masyarakat yang dikategorikan kelomlok miskin (penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (ketentuan BPS, garis 

kemiskinan Maret 2023 ialah Rp. 550.458, artinya penduduk dengan jumlah 

pengeluaran kurang dari Rp. 550.458 dikategorikan miskin). Verifikasi data juga 

penting dilakukan untuk memastikan jumlah penerima bantuan social, karena 

mungkin saja jumlahnya bisa bertambah atau sebaliknya jumlahnya berkurang karena 

ada yang meninggal, pindah alamat, atau warga yang baru masuk kategori miskin 

karena terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Di samping itu, permasalahan lain 

terkait bantuan sosial di Kelurahan Liluwo, yakni adanya penerima ganda bantuan 
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sosial, yakni ada warga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH (program 

keluarga harapan) tetapi juga terdaftar sebagai penerima bantuab sosial non PKH. 

Menurut skema pemberian bantuan sosial, bahwasannya program bantuan sosial Non 

PKH, diberikan hanya kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan 

sosial PKH. Namun yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa kepala keluarga yang 

mendapatkan kedua program sosial tersebut. 

Banyaknya permasalahan dalam penyaluran bantuan tersebut diakibatkan 

karena kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan tersebut. Transparansi 

dalam penyaluran bantuan sosial harus diwujudkan dalam wujud kebebasan aliran 

informasi berbagai proses pemberian bantuan sosial, mulai dari proses pendataan 

sampai kepada penyalurannya. Informasi terkait bantuan sosial harus dapat diakses 

secara bebas oleh warga yang membutuhkannya, dan yang lebih penting lagi, 

informasi tersebut harus tersedia secara memadai dan mudah dimengerti oleh warga 

masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi, agar 

permasalahan tentang persyaratan, warga yang berhak sebagai penerima, warga yang 

telah meninggal namun masih terdata sebagai penerima, dan lain-lain dapat 

diperkecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2016) yang mengatakan 

bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan 

informasi yang berhubungan dengan kegiatan tata kelola sumber daya publik kepada 

pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait.  

Transaparansi atau keterbukaan informasi merupakan prinsip yang menjamin 

akses atau kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang informasi tentang kebijakan proses 

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai, termasuk dalam 

penyaluran bantuan sosial. Transparansi menuntut adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan infoermasi adalah informasi 

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan toleran dan kebijakan dibuat 

berdasarkan preferensi publik. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Penyaluran 

Bantuan Sosial Masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan 

sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 



 6 

a) Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep transparansi, 

efektivitas dan bantuan sosial masyarakat. 

b) Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Lurah 

Liluwo dan aparat kelurahan, dalam mewujudkan transparansi terhadap 

efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo 

Kecamatan Kota Tengah. 

c) Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti 

terkait konsep good governance, transparansi, dan penyaluran bantuan sosial 

dengan kenyataan yang ada terjadi di tempat penelitian. Di samping itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut good 

governance, transparansi, dan penyaluran bantuan sosial. 

 

. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kepemerintahan yang baik (good governance) 

Penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan 

menjadi tantangan tersendiri. Penerapan kepemerintahan yang baik atau good 

governance bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga organisasi 

pelaku bisnis di sektor swasta dan organisasi masyarakat madani. Sebagai bagian dari 

proses reformasi, pelaksanaan kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah 

itu sangat menentukan apakah reformasi akan berjalan terus atau berjalan di tempat.  

Bank dunia (world bank) dalam Mulyadi dan Gedeona (2017;37) mengatakan 

bhawa governance sebagai cara suatu negara untuk menggunakan kekuasaannya 

dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. 

Definisi ini mengarah pada penggunaan kekuasaan diantara elemen-elemen 

pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang digunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan daerah, 

penggunaan kekuasaan dibolehkan dalam upaya untuk mengelola sumber daya alam 

daerah yang digunakan untuk kemajuan dan pembangunan di daerah, sebagai upaya 

mewujudkan hegemoni atas warga masyarakat. 

Kemudian, Natakusumah (2017) mengatakan good governance atau tata kelola 

yang baik merupakan kesepakatan pengaturan negara yang dibuat bersama oleh 

pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata 
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pemerintahan yang baik, perlu terjalin dialog antar pemangku kepentingan utama 

dalam bernegara, sehingga semua pihak merasa memiliki sistem pemerintahan bagi 

kehidupan pemerintahan. Tanpa konsensus yang muncul dari dialog ini, kesejahteraan 

tidak dapat tercapai karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat terhambat.  

Selanjutnya, Adisasmita (2016:38) mengatakan ada tiga prinsip utama yang 

mendasari penerapan good governance adalah transparansi, akuntabilitas serta 

efisiensi dan efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakaan prinsip yang berlaku 

secara universal. 

1. Transparansi 

Singkatnya, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada entitas 

yang membutuhkan informasi. Pemerintah wajib menyediakan informasi akuntansi, 

termasuk informasi pelaporan keuangan, dan informasi lain yang digunakan 

pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.  

2. Akuntabilitas 

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh semua 

penyelenggara pemerintahan. Dalam kenyataannya, ini tentang tanggung jawab 

pemerintah daerah dan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah 

baik pusat maupun daerah wajib menyediakan informasi untuk melaksanakan hak 

masyarakat untuk mengetahui, dan menyampaikan keinginannya. Akuntansi sektor 

publik berperan penting dalam menginformasikan dan melaporkan kegiatan ekonomi 
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dan hasil pemerintah daerah, yang memfasilitasi terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas publik.  

3. Efisiensi dan efektivitas 

Dalam era otonomi daerah, efisiensi dan efektivitas merupakan jembatan yang 

dapat ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Efisiensi dan 

efektivitas ini harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Akuntansi 

sektor publik yang baik diperlukan untuk mendukung pengelolaan dana publik 

berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transparasi merupakan salah satu 

komponen good governance. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan 

terhadap masyarakatnya, terkait semua aspek pelayanan dan penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha dapat 

diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan menuntut adanya kejelasan tentang kewajiban atau syarat-syarat, 

kejelasan segala yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 

 

2.2 Konsep transparansi  

Singkatnya, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada entitas 

yang membutuhkan informasi. Penyedia layanan wajib menyediakan informasi yang 

digunakan oleh pihak terkait dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan 
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politik melalui informasi akuntansi, termasuk dalam bentuk laporan keuangan yang 

berkaitan dengan kegiatan penyedia layanan, termasuk penyaluran bantuan sosial.  

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah disebutkan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk menerima dan mendapatkan informasi yang seluas-

luasnya tentang perekonomian daerah. Keterbukaan menjamin akses atau kebebasan 

setiap orang untuk menerima informasi tentang pemerintahan, terutama informasi 

tentang kebijakan, proses perumusan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai.  

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 

Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor (Kristianten dalam Mardiasmo, 

2016:45) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

menyalurkan informasi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya 

publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan, yaitu masyarakat. 

Menurut Iqbal (2015:366) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

menginformasikan terkait pengelolaan sumber daya publik kepada entitas yang 

membutuhkan informasi. Direksi harus memberikan informasi keuangan dan lainnya 

yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan. 

Kemudian Ardianto (2007) mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan yang 

serius dan inklusif, memberikan ruang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat 

dalam proses pengelolaan sumber daya publik.  

Transparansi pemerintah mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam 

membentuk kebijakan sehingga pembuat undang-undang dan masyarakat mengetahui 
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dan memantaunya. Akhirnya, transparansi menciptakan akuntabilitas horizontal 

antara pemerintah dan publik. Hal ini menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, 

efektif, akuntabel dan tanggap terhadap keinginan dan kepentingan rakyat. 

Transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap kegiatan 

pemerintah di masyarakat.  

Selanjutnya, Hikmat (2016:13), menyatakan bahwa transparansi dalam 

administrasi publik memungkinkan publik untuk mengetahui dan memantau 

kemajuan dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang diumumkan. 

Transparansi dan keterbukaan pemerintah merupakan faktor penting dalam 

pembangunan negara. Transparansi dan keterbukaan yang diterapkan pemerintah 

dapat meminimalisir tingkat korupsi yang telah menjadi penyakit kronis di banyak 

negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, transparansi pemerintah 

menjadi isu utama yang dibahas oleh masyarakat internasional dalam perjalanan 

menuju tata pemerintahan yang baik.  

Muis (2020) mengatakan bahwa transparansi menjelaskan aturan, rencana, 

proses dan implementasi untuk mengetahui mengapa, bagaimana, apa dan berapa 

banyak. Transparansi memastikan bahwa pejabat, manajer, anggota dewan, dan 

pemberi kerja dapat melaporkan aktivitas mereka, sehingga masyarakat dapat 

meminta pertanggungjawaban pemberi pelayanan. Nantinya, konsep akuntabilitas 

digunakan untuk menanggapi kewajiban pemerintah, menyajikan informasi tentang 

keputusan dan bagaimana implementasinya kepada publik dan lembaga yang 

bertanggung jawab yang memberikan pengawasan, menasihati publik, atau lembaga 
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yang bertanggung jawab atas akuntabilitas dapat menetapkan pelanggar atau sanksi. 

sebaliknya, untuk memperbaiki perilaku buruk.  

Adapun, Dwiyanto (2010) mengatakan setidaknya ada beberapa indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yaitu: 

a) Keterbukaan. Mengukur keterbukaan proses pemberian pelayanan publik. 

Penilaian  keterbukaan mencakup seluruh proses pelayanan publik, termasuk  

persyaratan, biaya yang terlibat, durasi, dan mekanisme dan prosedur 

penyampaian yang akan dilaksanakan. Ketentuan penggunaan harus 

dipublikasikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh pengguna. Penyedia 

layanan harus berusaha untuk menjelaskan kepada pengguna  persyaratan yang 

harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan. 

b) Aturan dan prosedur layanan mudah dipahami. Pentingnya dipahami bukan 

hanya arti harfiahnya, tetapi juga pentingnya semua prosedur dan aturan yang 

ditetapkan. Menjelaskan persyaratan, prosedur, biaya, dan durasi sangat penting 

bagi pengguna. Ketika semua rasionalitas ini diketahui dan diterima oleh 

pengguna, kepatuhan dengan prosedur dan aturan  mudah dicapai. 

c) Informasi tentang berbagai aspek pelayanan publik sudah tersedia. Semakin 

mudah bagi pengguna untuk menemukan berbagai aspek pemberian layanan 

publik, semakin besar transparansi. 

Di sisi lain, Krina (2013:13) menyatakan bahwa transparansi adalah asas yang 

menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui 

penyampaian informasi, dan terjaminnya kemudahan akses informasi merupakan 
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syarat penting bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus proaktif dan menginformasikan 

sepenuhnya kepada masyarakat tentang kebijakan dan layanan yang mereka berikan. 

Selanjutnya, Adisasmita (2017:39) mengatakan transparansi ialah kesediaan 

aparatur pemerintah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

tata kelola sumber daya yang berkaitan dengan masyarakat kepada pimpinan yang 

lebih tinggi dan pihak berkepentingan lainnya. Informasi yang diberikan tersebut 

nantinya akan digunakana untuk pengambilan keputusan. 

 

2.3 Konsep efektivitas  

Konsep efektivitas banyak dimaknai para ahli dari berbagai sudu pandang, 

tergantung dari sudut pandang siapa yang menilainya. Ada ahli yang memaknai 

efektivitas terkait kuantitas dan kualitas atau output barang dan jasa. Di sisi lain ada 

yang mengatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dihasilkan, sehingga jika 

usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat yang berakibat 

gagalnya pencapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka situasi tersebut 

dikatakan tidak efektif. 

Ndraha (2013:297) mengatakan bahwa efektifitas berasal dari kata efektif yang 

merupakan kata serapan bahasa Inggeris effective, yang artinya tepat atau pas sesuai 

dengan yang diinginkan tanpa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Istilah 

efektifitas dapat diartikan sebagai suatu sifat dari kegiatan yang sesuai dengan 
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harapan dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Dengan kata lain, efektifitas 

dapat diketahui melalui variabel harapan/tujuan, proses dan hasil (output). 

Menurut Emerson dalam Handayaningrat (2019:16) efektivitas  adalah ukuran 

pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Jelas efektif bila tujuan atau 

sasaran telah tercapai seperti yang direncanakan sebelumnya. Jadi jika tujuan atau 

sasaran tidak terpenuhi dalam waktu tertentu, pekerjaan itu tidak efektif  

Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat dikatakan bahwa konsep efektifitas 

berkenaan dengan tingkat atau derajat pencapaian tujuan dan misi organisasi. Dari 

pendapat ahli tersebut tercantum hasil yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur 

secara matematika, misalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

Jadi pengukuran efektifitas adalah menyangkut upaya untuk mengukur keberhasilan 

suatu program atau hasil yang diinginkan. 

Etzioni dalam Wibawa (2014:27) memberikan pengertian konsep efektivitas 

sebagai tingkat terwujudnya sasaran dan tujuan organisasi; sedangkan efisiensi 

merupakan jumlah sumber daya yang digunakan organisasi untuk menghasilkan 

output. Pada kenyataannya, kedua konsep ini saling berhubungan dan bergantung. 

Setiap organisasi berusaha memperoleh keduanya. Desain dan struktur organisasi, 

teknologi yang dipakai, manfaat yang ingin diwujudkan, pertumbuhan organisasi dan 

pengembangan sumber daya insani, semua ini diarahkan untuk meraih kondisi efektif 

dan efisien tersebut. 

Kurniawan (2018) mengatakan bahwa efektivitas ialah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi 
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atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. 

Disisi lain, Beni (2016) mengatakan bahwa efisiensi juga berkorelasi dengan tingkat 

keberhasilan operasi publik. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila 

memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan memberikan pelayanan sosial 

yang menjadi tujuan utama (in the goal).  

Samson dalam Wibawa (2014:28) memberikan definisi yang agak berbeda. 

Menurutnya, dimensi-dimensi efektivitas adalah sebagai berikut: a) goal attainment, 

yakni kemampuan manajer untuk mewujudkan kebutuhan ekonomis bagi para 

anggotanya; b) adaptation, yakni usaha untuk mencangkokkan diri pada lingkungan. 

Misalnya, mengantisipasi kebijaksanaan pasar; c) integration, yakni sejauhmana 

manajer mampu menyatukan berbagai departemen dan fungsi di dalam organisasinya. 

Contoh item yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah : apa metode 

yang dipakai untuk menentukan jumlah, kualitas dan beban kerja para buruh; berapa 

jumlah buruh yang keluar tiap tahun; d) latency, yakni langkah yang diambil untuk 

menjaga komitmen dan partisipasi para anggota organisasi. 

Dari sudut pandang ahli efisiensi, dapat ditegaskan bahwa efisiensi dalam 

proses pemrograman tidak boleh mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga 

efisiensi untuk mencapai keberhasilan program yang dilaksanakan dapat tercapai, 

dengan memperhatikan yang diinginkan. kualitas. penampilan sesuai dengan 

program.  
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2.4 Penyaluran bantuan sosial 

Sitanggang dkk. (2014) mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) adalah 

pemberian santunan secara sementara dan selektif berupa pemberian atau barang baik 

dari pemerintah maupun lembaga kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat 

umum dengan tujuan melindungi dari kemungkinan ancaman sosial. Kemudian 

Sianturi (2017) mengatakan bahwa dukungan penghidupan adalah dukungan yang 

diberikan oleh pemerintah kota kepada individu, kelompok, keluarga atau komunitas 

dalam bentuk uang atau barang yang tidak berkelanjutan atau tahan lama untuk 

memungkinkan perlindungan. terhadap risiko sosial yang mungkin terjadi. Sementara 

itu, menurut Winarta dkk. (2020) adalah bantuan sementara kepada orang miskin 

yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut Purwanto (2020), 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bantuan sosial adalah suatu cara 

pemberian manfaat finansial atau natura secara selektif dan terputus-putus kepada 

masyarakat atau organisasi profesi yang tujuannya untuk melayani masyarakat.  

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Sosial, ditetapkan bahwa Departemen Kesejahteraan bertanggung jawab untuk 

menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, jaminan 

sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat 

miskin. Membantu Presiden dalam mengurus administrasi negara dan barang milik. 

Bantuan hidup yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu 

bersifat sementara atau terputus-putus. Dukungan yang diberikan bertujuan agar 

masyarakat yang kurang mampu dapat hidup seimbang (Departemen Sosial, 2011). 
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Berdasarkan pasal 23 Permendagr 32 Tahun 2011, ditetapkan bahwa pemerintah 

daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada perseorangan, keluarga, dan 

masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, 

politik, bencana, atau fenomena alam dalam rangka mencapai usia minimum untuk 

mencapai dan lembaga nonpemerintah di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 

lain yang bertugas melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 

kemungkinan risiko sosial.  

Selain itu, pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menyebutkan 

bahwa pemberian bantuan hidup merupakan segala upaya untuk mengurangi 

penderitaan. Melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial, 

termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memperkuat potensinya untuk 

menghindari gangguan sosial dan memungkinkan seseorang, keluarga, kelompok, 

dan/atau komunitas yang menderita kerentanan untuk melanjutkan kehidupan normal. 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) ditawarkan sebagai berikut: 

a. uang; b.barang; dan/atau c. pelayanan  

Pemerintah daerah memperhatikan asas keadilan, legalitas, rasionalisme dan 

kepentingan masyarakat. Bantuan sosial untuk anggota/kelompok masyarakat sebagai 

berikut: 

a) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang akibat krisis sosial, ekonomi, 

politik, bencana, atau fenomena alam, berada dalam keadaan tidak stabil 

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. 
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b) Lembaga pendidikan, keagamaan, dan non-pemerintah lainnya yang misinya 

melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan risiko 

sosial.   

Agar memenuhi syarat untuk tunjangan pendapatan, pemohon harus memenuhi 

yang berikut: 

a) Masyarakat/kelompok mengirimkan usulan tertulis kepada pimpinan daerah, 

b) Kepala daerah menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang berwenang untuk mengevaluasi proposal tertulis. Jika kepala SKPD 

yang bersangkutan setuju, rekomendasi diteruskan kepada Direktur Daerah 

melalui Tim Anggaran Administrasi Daerah (TAPD). 

c) TAPD mempertimbangkan rekomendasi sesuai dengan prioritas daerah dan 

kemungkinan keuangan. 

d) Rekomendasi Kepala SKPD dan hasil pengamatan TAPD menjadi dasar 

penggabungan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial dalam Kebijakan Umum 

(KUA) dan Pagu Anggaran Prioritas dan Peralihan (PPAS) APBD. 

e) Bantuan pendapatan yang dibayarkan secara tunai dianggarkan ke dalam 

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja penunjang pendapatan, objek 

belanja penunjang pendapatan dan objek belanja PPKD. Berdasarkan daftar 

penerima kesejahteraan yang terdaftar yang ditetapkan dalam keputusan 

kepala daerah, tidak termasuk kesejahteraan individu dan keluarga yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran bantuan penghasilan kepada 

individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan 
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berdasarkan permintaan tertulis dari individu atau keluarga yang bersangkutan 

atau pendapat pejabat yang berwenang dan disetujui oleh Direktur Daerah 

setelah meninjau SKPD terkait.   

Dari berbagai macam sumber yang dijelaskan tersenut tentang transparansi, 

sangat diharapkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk 

mengaktualisasikan penerapan transparansi penyaluran dana bansos di tingkat 

kelurahan dan desa, khususnya penyaluran bansos di Kelurahan Liluwo. Banyaknya 

hambatan dan tantangan dalam penerapan transparansi penyaluran bansos ini menjadi 

tanggungjawab besar pemerintah kelurahan dalam menerapkan keadilan dalam 

penyaluran dana bansos demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di tingkat 

kelurahan. 

 

2.5 Hubungan transparansi dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat 

Transparasi sangat dibutuhkan dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat 

agar dapat diketahui dengan cepat tentang syarat-syarat warga yang memenuhi 

persyaratan sebagai penerima bantuan. Permasalahan yang muncul selama ini dalam 

dalam penyaluran bantuan sosial, seperti kurang tepat sasaran, ada warga yang 

menerima dua jenis bantuan, warga yang telah meninggal atau pindah domisili tetapi 

masih tercatat sebagai penerima bantuan, dan lain-lain, adalah disebabkan karena 

kurannya transparansi penyaluran bantuan, sehingga kurang dapat diawasi secara 

akurat. 
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Menurut Nisak (2017) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang 

pemerintahan, terutama informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

implementasinya, serta hasil yang dicapai. Adanya transparansi menjamin akses atau 

kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang tata kelola organisasi, 

khususnya informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta 

hasil yang dicapai.  

Transparansi berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh suatu organisasi. 

Adanya keterbukaan atau penerapan transparansi, maka konsekuensi yang akan 

dihadapi ialah kontrol dari masyarakat, sehingga diharapkan bantuan informasi dari 

masyarakat terkait nama-nama penerima bantuan sosial, sehingga segala sesuatu yang 

menyangkut warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, dapat segera 

direvisi kalau ada kesalahan. 

 

2.6 Kerangka pikir 

Transparansi dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sangat 

menentukan efektivitas penyelurannya, artinya akan tepat sasaran. Hal ini disebabkan 

karena warga masyarakat juga akan turut mengawasi penyalurannya karena adanya 

informasi yang lengkap terkait bantuan sosial, sehingga aparatur pemerintah 

kelurahan akan mendapat bantuan informasi dari masyarakat. Penelitian ini akan 

mengkaji transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Untuk variabel X 

(transparansi) digunakan pendapat Dwiyanto (2010) yang mengatakan setidaknya ada 
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beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan 

publik, yaitu: a) keterbukaan, b) aturan dan prosedur layanan mudah dipahami, dan c) 

informasi tentang berbagai aspek pelayanan publik sudah tersedia. Sedangkan untuk 

variabel Y (efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat) digunakan pendapat 

Kurniawan (2018) mengatakan bahwa efektivitas ialah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya, dan 

Beni (2016) yang mengatakan bahwa suatu aktivitas bisa dikatakan efektif bila 

aktivitas tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan menyediakan 

pelayanan masyarakat yang menjadi sasaran utama (tepat sasaran). Berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat dibuat kerangka pikir dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan kerangka pikir 

 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis menurut Riduwan (2020:35) adalah jawaban atau dugaan sementara 

yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini ialah: 

Ho: Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 

Pemerintahan  

Kelurahan Liluwo 

Efektivitas penyaluran bantuan sosial 

(veriabel Y) 

(menurut Kurniawan, 2018) dsn Beni, 2016) 

 

a) kemampuan melaksanakan tugas 

b) kemampuan melaksanakan fungsi 

c) keberhasilan suatu operasi 

d) tepat sasaran 

Transparansi (variabel X): 

(menurut Dwiyanto, 2010) 

 

a) keterbukaan,  

b) aturan dan prosedur layanan mudah 

dipahami, dan  

c) informasi tentang berbagai aspek 

pelayanan publik sudah tersedia 
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Ha: Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 
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BAB III 

OBYEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mengenai pengaruh transparansi terhadap 

efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan 

Kota Tengah. Penelitian direncanakan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan. 

 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Desain penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih menggunakan penelitian 

survey dengan pendekatan kuantitatif; yakni penelitian menggunakan kata-kata atau 

kalimat serta gambar dan angka, menggunakan sampel dan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data utama.  

Menurut Singarimbun dan Effendi (2016:3) bahwa metode pendekatan survai 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian kuantitatif menurut 

Arikunto (2016:12) sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya. 

 

3.2.2. Operasionalisasi variabel 

Berdasarkan kerangka pemikiran maka operasionalisasi variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel  3.1 

Operasionalisasi variabel X dan Y 

Variabel Dimensi Indikator 

Transparansi 

(variabel X): 
 

 
(menurut 

Dwiyanto, 2010) 

 

 

a) keterbukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) aturan dan 

prosedur layanan 

mudah dipahami 

 

 

 

c) informasi tentang 

berbagai aspek 

pelayanan publik 

sudah tersedia 

 

- aparatur kelurahan memberi informasi 

kalau ada bantuan sosial untuk 

masyarakat kelurahan 

- aparatur kelurahan menjelaskan 

kepada masyarakat persyaratan yang 

harus dipenuhi dan mengapa 

persyaratan ini diperlukan dalam 

proses layanan bantuan sosial 

- aturan penerima bantuan sosial mudah 

dipahami 

- prosedur layanan bantuan sosial 

mudah dipahami 

- ada informasi tentang proses 

pelayanan bantuan sosial (termasuk  

persyaratan, durasi, dan mekanisme) 

- ada informasi tentang daftat nama-

nama penerima bantuan sosial 

Efektivitas 

penyaluran 

bantuan sosial 

(veriabel Y) 

 

 
(menurut 

Kurniawan, 

2018) dsn Beni, 

2016) 

 

 

a) kemampuan 

melaksanakan 

tugas 

 

 

 

 

 

 

b) kemampuan 

melaksanakan 

fungsi 

- aparatur kelurahan memahami peran 

dan tanggungjawabnya dalam 

penyaluran bantuan sosial 

- aparatur kelurahan dapat bekerja 

dengan baik dalam penyaluran 

bantuan sosial 

- aparatur kelurahan bersikap netral 

dalam penyaluran bantuan sosial 
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c) tepat sasaran 

 

 

 

 

 

 

d) keberhasilan 

suatu operasi 

 

 

 

- aparatur kelurahan tidak diskriminatif 

(pilih kasih)  dalam penyaluran 

bantuan sosial 

- warga masyarakat penerima bantuan 

sosial memang warga yang memenuhi 

persyaratan 

- warga masyarakat menerima bantuan 

sosial tepat waktu 

- warga masyarakat terbantu dengan 

adanya penyaluran bantuan sosial oleh 

pemerintah 

- warga masyarakat dapat 

memanfaatkan bantuan sosial 

semaksimal mungkin 

 

Dalam melakukan test terhadap variabel penelitian akan diukur dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian ini, kuesioner yang diberikan kepada responden disusun dengan 

menyiapkan 5 pilihan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2  

Bobot nilai variabel 

Pilihan Bobot 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (RR) 3 

Kurang setuju (KS) 2 

Tidak setuju (TS) 1 

 

3.2.3. Populasi dan sampel 

3.2.3.1. Populasi 

Menurut Sugiyono dalam Riduwan (2020:54) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

warga masyarakat peneriman bantuan soaial di Kelurahan Liluwo. 

 

3.2.3.2. Sampel 

Sugiyono dalam Riduwan (2020:56) mengatakan bahwa sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk 

anggota masyarakat penarikan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

yaitu warga masyarakat yang tau mengenai bantuan sosial masyarakat. Setelah 
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peneliti mengedarkan kuesioner selama satu bulan, ada sebanyak 40 orang yang 

mengembalikan kuesioner. 

 

3.2.4. Prosedur pengumpulan data 

Adapun dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut  

1. Kuesioner, adalah teknik pengambilan data dengan membuat daftar 

pertanyaan yang diberikan pada anggota sampel yang bersedia memberikan 

respons (responden) atau jawaban. 

2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dialog 

dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

3.2.5. Prosedur penelitian 

Tentunya untuk mendapatkan data yang baik dari segi realisme diperlukan 

instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang terpenting alat ukur yang 

valid dan terpercaya. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas alat atau alat ukur, 

maka harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat sebelum digunakan, sehingga 

memberikan informasi yang objektif pada saat digunakan.  

 

3.2.5.1. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing pernyataan 

dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Menurut Arikunto (2016:219) 

validittas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Selanjutnya 
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dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk pengujian 

menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut: 

                                        n∑XY – (∑X) (∑Y) 

          r XY =  

                 

                            √ ((n ∑X2)-(∑X)2) ((n∑Y2)-(∑Y)2) 

 

Keterangan: 

r =     koefisien korelasi 

X =     variabel bebas (Independent) 

Y =     variabel terikat (Dependent) 

n =     banyaknya sampel 

 

Selanjutnya di hitung dengan uji t dengan rumus: 

 

 

                                            r  √ n-2 

                      t hitung  =  

                                            √ 1-r2 

 

Keterangan: 

t =      nilai t hitung 

n =      jumlah responden 

r =      koefisien korelasi hasil r hitung 

Selain itu, angka korelasi yang ditentukan menggunakan hasil perhitungan 

diubah menjadi nilai t-student dan dibandingkan dengan t-tabel dengan (n-2) derajat 

kebebasan pada tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel, query dianggap valid. Jika t-score kurang dari atau sama dengan nilai t-
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tabel, maka soal dianggap tidak valid. Dalam penelitian ini, taraf signifikansi sebesar 

5%. Sementara itu, tentukan validitas kekuatan atau kekuatan korelasi masing-masing 

variabel dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi sesuai tabel di bawah 

ini:  

Tabel 3.3  

Interpretasi koefisien korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,80-1,000 Sangat kuat 

0,60-0,799 Kuat 

0,40-0,599 Cukup kuat 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat rendah 

 

 

3.2.5.2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

relatif konsisten bila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Dengan kata lain, 

keandalan adalah indeks seberapa andal atau dapat dipercaya sebuah meteran. Meter 

digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan nilai yang diperoleh relatif 

konsisten  

Uuji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik Alfa Cronbach (a) 

dilakukan untuk jenis data interval yang telah memiliki tingkat keandalan atau 

reliabilitas yang dapat diterima jika nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah 

variabel ≥ 0,60 atau 60%. 
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Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach (a) yaitu : 

 

 

Dimana : 

a = Relibilitas intrument 

k = Banyaknya pertanyaan 

∑a2 = Jumlah pertanyaan 

a12 = Total varians 

 

3.2.6. Teknik analisis data 

3.2.6.1. Rancangan uji hipotesis 

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap efektivitas 

penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, 

maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode 

regresi sederhana dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 3.1 

Metode Regresi Sederhana 

 

Keterangan: 

X =  Transparansi 

Y =  Efektivitas penyaluran bantuan sosial 

X Y 
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3.2.6.2. Pengujian hipotesis 

Berdasarkan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode analisis 

deskriptif-kuantitatif, dimana data yang dikumpulkan dari responden, khususnya dari 

kuesioner, dideskripsikan dan dituangkan ke dalam tabel frekuensi dan persentase. 

Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel 

dependen dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi sederhana 

(Riduwan, 2020:145) dengan formulasi sebagai berikut: 

Persamaan regresi : 

 

 

                             ∑Y – b.∑X 

      a     =  

                                    n  

 

                          n . ∑XY – ∑X . ∑Y 

      b      =  

                             n ∑X2 - (∑X)2 

 

Keterangan: 

X =  Transparansi 

Y =  Efektivitas penyaluran bantuan sosial 

a =   Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b = Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y. 

Sedangkan untuk mengetahui derajat/besarnya hubungan antara transparansi 

(variabel X) dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial (variabel Y), digunakan 

Ϋ   =   a   +   b X 
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Korelasi Pearson Product Moment dalam Riduwan (2020:136) dengan taraf 

kesalahan 5% (a = 0,05) sebagai berikut:  

                                          n (∑XY) – (∑X) . (∑Y) 

      r  xy     =  

                          √ ((n ∑X2 - (∑X)2) . ((n∑Y2 - (∑Y)2) 

 

Keterangan: 

r xy =   Koefisien korelasi 

n =   Jumlah responden 

X =  Transparansi 

Y =  Efektivitas penyaluran bantuan sosial  

 

Korelasi PPM ditunjukkan dengan (r) kecuali nilai r lebih besar dari harga (-1 ≤ 

r ≤ + 1). Jika nilai r = -1 berarti korelasinya benar-benar negatif; r = 0 berarti tidak 

ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasinya kuat. Sedangkan arti dari nilai r dijelaskan 

dengan tabel interpretasi nilai r. Selain itu, untuk menyatakan besarnya kontribusi 

variabel X terhadap variabel Y, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

koefisien determina sebagai berikut  

 

 

Keterangan : KP = Nilai koefisien determinan 

                      r    = Nilai koefisien korelasi. 

 

 

KP =  r 2 x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

4.1.1 Visi dan misi 

Visi: 

Kota SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik). 

Misi: 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan misi sebagai berikut: 

a) Meningkatkan tata kelola melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah 

daerah 

b) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian 

penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah. 

 

4.1.2 Tugas pokok dan fungsi 

1) Lurah 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh camat sesuai karateristik wilayah dan kebutuhan daerah 

serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Berikut adalah fungsi dari lurah: 

a. Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan; 

b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat; 
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c. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan 

pembangunan; 

d. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban 

umum; 

e. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan; 

f. Pengelolaan urusan kesekretariatan. 

2) Sekretaris 

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan 

mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan 

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi 

kepegawaian. Berikut adalah fungsi dari sekretaris: 

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan; 

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian penyusunan rencana anggaran; 

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan 

pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan; 

d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan 

pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan 

e. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi 

pengelolaan administrasi kepegawaian. 
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3) Seksi pemerintahan dan kemasyarakatan  

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan 

melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan 

pertanahan serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah fungsi dari seksi 

pemerintahan dan kemasyarakatan: 

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan; 

b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; 

c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan; 

e. Pelakanaan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga 

kemasyarakatan; 

g. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan 

data-data kependudukan; 

h. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga 

berencana dan pendidikan masyarakat; 

i. Pengumpulan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan 

bencana lainnya; 
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j. Pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah; 

k. Pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI); 

l. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan 

4) Seksi ekonomi dan pembangunan 

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan 

melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan 

pembangunan. Berikut adalah fungsi dari seksi ekonomi dan pembangunan. 

a. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang ekonomi dan 

pembangunan; 

b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi 

masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan 

pembangunan; 

c. Pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan 

prasarana dan sarana fisik asset pemerintahan kota di lingkungan 

kelurahan; 

d. Pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan; 

e. Pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan; 

f. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang perekonomian dan 

pembangunan. 
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5) Seksi ketentraman dan ketertiban umum 

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan 

melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan keteriban kelurahan. 

Berikut adalah fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum: 

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan 

ketertiban kelurahan; 

b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan 

perlindungan masyarakat; 

c. Pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat 

termasuk penanggulangan bencana alam; 

d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi 

masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di kelurahan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Daftar pernyataan/kuesioner merupakan data primer yang sangat menunjang 

dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas untuk mengetahui apakah daftar pernyataan/kuesioner yang telah 

disiapkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. 

4.1.1 Hasil uji validitas  

Kuesioner yang diberikan kepada responden telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung 

korelasi antara masing-masing daftar pernyataan/kuesioner dengan skor totalnya. 
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Berikut adalah hasil uji validitas pernyataan/kuesioner. Hasil pengujian validitas 

kuesioner melalui koefisien korelasi Pearson, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Uji validitas transparansi (variabl X) 

Variabel Pertanyaan r hitung r tabel = 0,325  Keputusan 

 

Transparansi  

(X) 

1 0.646 0,320 Valid 

2 0.741 0,320 Valid 

3 0.777 0,320 Valid 

4 0.695 0,320 Valid 

5 0.744 0,320 Valid 

6 0.708 0,320 Valid 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

 

Tabel 4.1 tentang uji validitas trasparansi (variabel X) yang berisi enam 

pertanyaan yang diberikan kepada responden, dapat diketahui hasilnya yakni 

semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai t tabel = 0,320 (nilai r 

hitung  >  r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa keenam pertanyaan untuk 

mengukur transparasni (variabel X), semuanya dinyatakan valid. 

Tabel 4.2 Uji validitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabl Y) 

Variabel Pertanyaan r hitung r tabel = 0,325  Keputusan 

 

Efektivitas 

penyaluran 

bantuan sosial 

masyarakat 

(variabl Y) 

1 0.718 0,320 Valid 

2 0.609 0,320 Valid 

3 0.618 0,320 Valid 

4 0.635 0,320 Valid 

5 0.633 0,320 Valid 

6 0.439 0,320 Valid 

7 0.787 0,320 Valid 

8 0.709 0,320 Valid 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

 

Tabel 4.2 tentang uji validitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat 

(variabel Y) yang berisi delapan pertanyaan yang diberikan kepada responden, dapat 

diketahui hasilnya yakni semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai t 
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tabel = 0,320 (nilai r hitung  >  r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa kedelapan 

pertanyaan untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat 

(variabel Y), semuanya dinyatakan valid. 

 

4.1.2 Hasil uji reliabilitas 

Kuesioner yang dinyatakan valid harus diuji lagi reliabilitasnya. Reliabilitas 

kuesioner bermakna adanya kepercayaan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. 

Dengan demikian, kuesioner yang dikatakan reliabel, jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan senantiasa konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur 

yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten, jika pengukuran tersebut 

diulang. Metode uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha, dimana tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika 

nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel lebih besar dari 0,60 atau 

60%. Berikut hasil uji reliabilitas kuesioner.. 

Tabel 4.3 Uji reliabilitas transparansi (variabel X) 

Cronbach's Alpha 

N of Items (jumlah 

pertanyaan) 

0.894 6 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa ada enam pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk mengukur transparansi (variabel X), dan berdasarkan hasil 

pengujian melalui metode Cronbach’s Alpha, didapat nilai sebesar 0,894. Nilai ini 

lebih besar dari 0,60 (Cronbach’s Alpha = 0,894 > 0,60). Hal ini berarti semua 

pertanyaan transparansi (variabel X) dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai 

pengumpul data dalam penelitian ini. 

Tabel 4.4 Uji reliabilitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel 

Y) 

Cronbach's Alpha 

N of Items (jumlah 

pertanyaan) 

0.875 8 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ada delapan pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat 

(variabel Y), dan berdasarkan hasil pengujian melalui metode Cronbach’s Alpha, 

didapat nilai sebesar 0,875. Nilai ini lebih besar dari 0,60 (Cronbach’s Alpha = 0,875 

> 0,60). Hal ini berarti semua pertanyaan tentang efektivitas penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (variabel Y) dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai 

pengumpul data dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, semua pertanyaan yang diberikan kepada responden 

sebanyak 40 orang, untuk mengukur transparansi (variabel X) dan efektivitas 
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penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), dinyatakan valid dan reliabel, 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.3 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh transparansi terhadap 

efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan 

Kota Tengah. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan 

pendeskripsian. Adapun deskripsi dari tanggapan responden terhadap masing-masing 

pertanyaan dapat diuraikan berikut ini. 

4.3.1 Transparansi (variabel X) 

Transparansi dalam pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan 

sosial kepada masyarakat sangat diperlukan, agar masyarakat yang berhak menerima 

dapat mengetahui tentang persyaratan yang harus mereka siapkan. Hal ini disebabkan 

karena transparansi itu merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk 

memberikan kemudahan kepada masyarakat, dan dapat membangun kepercayaan 

melalui kemudahan akses informasi yang memadai untuk memperoleh informasi 

yang tepat dan akurat. Transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah akan 

memungkinkan semua pelayanan publik akan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh 

masyarakat selaku penerima pelayanan publik. Beriku akan disajikan tanggapan 

responden terhadap kuesioner yang telah diisi oleh 40 responden, setelah diolah 

diperoleh nilai masing-masing indikator dari transparansi (X) sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Aparatur kelurahan memberi informasi  

kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 16 40.0 

Setuju 16 40.0 

Ragu-ragu 7 17.5 

Kurang setuju 1 2.5 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur 

kelurahan memberi informasi kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan, 

sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 16 responden (40,0%) 

menjawab setuju, 7 responden (17,5%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) 

menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan sudah sangat baik 

memberi informasi kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan. 

Tabel 4.6 Aparatur kelurahan menjelaskan kepada masyarakat  

persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa  

persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 13 32.5 

Setuju 20 50.0 

Ragu-ragu 6 15.0 

Kurang setuju 1 2.5 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur 

kelurahan menjelaskan kepada masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan 
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mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial, sebanyak 

13 responden (32,5%) menjawab sangat setuju, 20 responden (50,0%) menjawab 

setuju, 6 responden (15,0%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab 

kurang setuju. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan sudah menjelaskan kepada 

masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan 

dalam proses layanan bantuan sosial. 

Tabel 4.7 Aturan penerima bantuan sosial mudah dipahami 

Pilihan  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat setuju 16 40.0 

Setuju 13 32.5 

Ragu-ragu 10 25.0 

Kurang setuju 1 2.5 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aturan 

penerima bantuan sosial mudah dipahami, sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab 

sangat setuju, 13 responden (32,5%) menjawab setuju, 10 responden (25,0%) 

menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti 

bahwa aturan penerima bantuan sosial sudah sangat mudah dipahami. 

Tabel 4.8 Prosedur layanan bantuan sosial mudah dipahami 

Pilihan  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat setuju 15 37.5 

Setuju 15 37.5 

Ragu-ragu 9 22.5 

Kurang setuju 1 2.5 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 
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Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai prosedur 

layanan bantuan sosial mudah dipahami, sebanyak 15 responden (37,5%) menjawab 

sangat setuju, 15 responden (37,5%) menjawab setuju, 9 responden (22,5%) 

menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti 

bahwa prosedur layanan bantuan sosial sudah sangat mudah dipahami. 

Tabel 4.9 Ada informasi tentang proses pelayanan  

bantuan sosial (termasuk  persyaratan, durasi, dan mekanisme) 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 12 30.0 

Setuju 16 40.0 

Ragu-ragu 9 22.5 

Kurang setuju 3 7.5 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai ada informasi 

tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan 

mekanisme), sebanyak 12 responden (30,0%) menjawab sangat setuju, 16 responden 

(40,0%) menjawab setuju, 9 responden (22,5%) menjawab ragu-ragu, dan 3 

responden (7,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa sudah ada informasi 

tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan 

mekanisme). 
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Tabel 4.10 Ada informasi tentang daftat nama-nama  

penerima bantuan sosial 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 12 30.0 

Setuju 20 50.0 

Ragu-ragu 7 17.5 

Kurang setuju 1 2.5 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai ada informasi 

tentang daftat nama-nama penerima bantuan sosial, sebanyak 12 responden (30,0%) 

menjawab sangat setuju, 20 responden (50,0%) menjawab setuju, 7 responden 

(17,5%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal 

ini berarti bahwa sudah ada informasi tentang daftat nama-nama penerima bantuan 

sosial. 

 

4.3.2 Efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) 

Bantuan sosial merupakan salah bentuk pelayanan publik pemerintah 

Kelurahan Liluwo kepada masyarakat yang kondisi ekonpminya kurang beruntung. 

olehnya itu, penyaluran abntuan sosial harus dilaksanakan secara cepat dan tepat 

sasaran. Untuk mengkaji efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat, akan 

disajikan tanggapan responden dalam bentul tabel distribusi frekuensi.  
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Tabel 4.11 Aparatur kelurahan memahami peran dan  

tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 16 40.0 

Setuju 19 47.5 

Ragu-ragu 5 12.5 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur 

kelurahan memahami peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial, 

sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 19 responden (47,5%) 

menjawab setuju, dan 5 responden (12,5%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti 

bahwa aparatur kelurahan sudah memahami peran dan tanggungjawabnya dalam 

penyaluran bantuan sosial. 

Tabel 4.12 Aparatur kelurahan dapat bekerja dengan baik  

dalam penyaluran bantuan sosial 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 16 40.0 

Setuju 19 47.5 

Ragu-ragu 5 12.5 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur 

kelurahan dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak 16 

responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 19 responden (47,5%) menjawab setuju, 
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5 responden (12,5%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan 

sudah dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial. 

Tabel 4.13 Aparatur kelurahan bersikap netral dalam  

penyaluran bantuan sosial 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 14 35.0 

Setuju 20 50.0 

Ragu-ragu 6 15.0 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur 

kelurahan bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak 14 responden 

(35,0%) menjawab sangat setuju, 20 responden (50,0%) menjawab setuju, 6 

responden (15,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan 

sudah bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial 

Tabel 4.14 Aparatur kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih)   

dalam penyaluran bantuan sosial 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 17 42.5 

Setuju 15 37.5 

Ragu-ragu 8 20.0 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur 

kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak 
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17 responden (42,5%) menjawab sangat setuju, 15 responden (37,5%) menjawab 

setuju, dan 8 responden (20,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparatur 

kelurahan sudah sangat tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan 

sosial. 

Tabel 4.15 Warga masyarakat penerima bantuan sosial  

memang warga yang memenuhi persyaratan 

Pilihan  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat setuju 14 35.0 

Setuju 21 52.5 

Ragu-ragu 5 12.5 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga 

masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang memenuhi persyaratan, 

sebanyak 14 responden (35,0%) menjawab sangat setuju, 21 responden (52,5%) 

menjawab setuju, dan 5 responden (12,5%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti 

bahwa warga masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang sudah 

memenuhi persyaratan. 

Tabel 4.16 Warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu 

Pilihan  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat setuju 8 20.0 

Setuju 17 42.5 

Ragu-ragu 11 27.5 

Kurang setuju 4 10.0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 
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Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga 

masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu, sebanyak 8 responden (20,0%) 

menjawab sangat setuju, 17 responden (42,5%) menjawab setuju, 11 responden 

(27,5%) menjawab ragu-ragu, dan 4 responden (10,0%) menjawab kurang setuju. Hal 

ini berarti bahwa warga masyarakat sudah menerima bantuan sosial tepat waktu. 

Tabel 4.17 Warga masyarakat terbantu dengan adanya  

penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah 

Pilihan  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat setuju 14 35.0 

Setuju 18 45.0 

Ragu-ragu 8 20.0 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga 

masyarakat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah, 

sebanyak 14 responden (35,0%) menjawab sangat setuju, 18 responden (45,0%) 

menjawab setuju, dan 8 responden (20,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti 

bahwa warga masyarakat sudah terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial 

oleh pemerintah. 
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Tabel 4.18 Warga masyarakat dapat memanfaatkan  

bantuan sosial semaksimal mungkin 

Pilihan  Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat setuju 18 45.0 

Setuju 14 35.0 

Ragu-ragu 8 20.0 

Kurang setuju 0 0 

Tidak setuju 0 0 

Jumlah 40 100% 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga 

masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin, sebanyak 18 

responden (45,0%) menjawab sangat setuju, 14 responden (35,0%) menjawab setuju, 

dan 8 responden (20,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa warga 

masyarakat sudah dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

1. Analisis korelasi dan pengujian hipotesis 

Sebelum menguji pengaruh atau kontribusi transparansi (variabel X) terhadap 

efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) di Kelurahan Liluwo 

Kecamatan Kota Tengah, maka terlebih dahulu diuji korelasinya. Analisis korelasi 

dimaksudkan untuk menentukan hubungan dan besarnya hubungan antara dua 

variabel yang diteliti yakni transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat (variabel Y).  



 52 

Untuk mengetahui hubungan dan jenis hubungan antara kedua variabel tersebut, 

maka dilakukan uji analisis korelasi product moment. Berikut hasil analisis korelasi 

terhadap tata hubungan dan tingkat pengaruh antara kedua variabel penelitian. 

Tabel 4.19. Korelasi (correlations) 

 

  Penyaluran 

bantuan sosial 

masyarakat (Y) Transparansi (X) 

Pearson Correlation Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

1.000 .864 

Transparansi (X) .864 1.000 

Sig. (1-tailed) Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

. .000 

Transparansi (X) .000 . 

N Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

40 40 

Transparansi (X) 40 40 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

 

Dengan menggunakan analisis korelasi sebagaimana tabel korelasi di atas, 

terlihat bahwa besaran korelasi r = 0,864, dan jumlah N atau sampel sebesar 40 

orang. Dengan demikian maka r hasil perhitungan adalah 0,864. Selanjutnya, tabel 

tingkat signifikansi antara transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat (variabel Y), untuk mengetahui tingkat signifikansi antara 

kedua variabel dan besaran r2. 
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Tabel 4.20 Tingkat signifikansi antara transparansi (variabel X) dan efektivitas 

penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .864a .747 .740 2.20346 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

Pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat hubungan (korelasi) antara transparansi (variabel X) dengan efektivitas 

penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) adalah r = 0,864, dengan r2 = 

0,747 (74,7%), maka dapat disimpulkan bahwa 74,7% dengan efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat (variabel Y) di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota 

Tengah, dapat diterangkan oleh tranparansi (variabel X).  

Dengan demikian, apabila transparansi (variabel X) ditingkatkan kualitasnya, 

maka setiap unit kenaikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas 

penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) sebesar 0,747 (74,7%). Ramalan 

yang dikembangkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, apabila transparansi 

(variabel X) dinaikkan sebesar 10 kali, maka efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat (variabel Y) akan bertambah sebesar 0,747 (74,7%). Hal ini 

memungkinkan untuk perbaikan dan penataan kembali transparansi termasuk 

efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) di Kelurahan Liluwo. 

Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel transparansi (variabel X) 

memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (variabel Y). Dengan demikian, dari hasil penelitian ini terbukti 
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bahwa pelaksanaan transparansi dan mewujudkan efektivitas penyaluran bantuan 

sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo. Untuk itu, pemerintah keluraha Liluwo harus 

lebih aktif lagi dalam melaksanakan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial 

dekapa masyarakat, karena dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial 

tersebut, sebagai dikatakan oleh Krina (2013) bahwa transparansi merupakan prinsip 

yang menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya, 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 

informasi karena merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pengelolaan daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah 

daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan pelayanan 

yang disediakan kepada masyarakat. 

 

2. Analisis regresi sederhana 

Analisis regresi sedarhana merupakan peramalan yang berguna untuk 

meramalkan atau memprediksi variabel efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat (variabel Y) apabila variabel transparansi (variabel X) dapat diketahui. 

Setelah melakukan uji analisis regresi terhadap dua variabel penelitian, yaitu 

transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat 

(variabel Y), sedangkan hasil penelitian dengan uji regresi sederhana didapatkan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.21. Koefisien transparansi (variabel X) terhadap  efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat (variabel Y) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.589 2.175  4.867 .000 

Transparansi 

(X) 

.928 .088 .864 10.588 .000 

a. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y) 

Sumber data: Olahan kuesioner,  Oktober 2023 

 

Pada tabel 4.21, menunjukkan bahwa persamaan regresi sederhana antara 

transparansi (variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat 

(variabel Y), adalah sebagai berikut: 

Ϋ   =   a   +   b . X    

Ϋ   =  10,589 + 0,928 .  X 

Konstanta sebesar 10,589 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari 

transparansi (variabel X), maka efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat 

(variabel Y) adalah 10,589. Koefisien regresi sebesar 0,928 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai transparansi (variabel X) akan 

memberikan kenaikan skor sebesar 0,928. 

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat (variabel Y). Kriteria uji koefisien regresi dari transparansi 

(variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) 

sebagai berikut. 
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Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat. 

Ho: Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 

Ha: Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana bandingkan 

antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig sebagai berikut. 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig 

atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig 

atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

Keputusan pengujian: 

Terlihat bahwa kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.21 coefficients variabel 

YX ternyata nilai probabilitas Sig = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 

nilai 0,05 > 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah 

signifikan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :  

Ha : Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. 

Dalam memberikan pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat, aparatur 

pemerintah kelurahan harus memenuhi kebutuhan dan dapat melindungi kepentingan 
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masyarakatnya. Bentuk layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat berdasarkan good governance harus sesuai dengan apa yang menjadi 

kewenangannya. Oleh karena itu, didalam pelayanan bantuan sosial sangat diperlukan 

adanya transparansi pelayan publik, untuk menciptakan rasa kepercayaan dari 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. 

4.5 Pembahasan 

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bukan merupakan hal baru 

dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan sebagai unit 

pelaksana tekni di tingkat kelurahan. Dalam beberapa kondisi terjadinya musibah atau 

bencana alam atau bencana wabah penyakit di suatu daerah, pemerintah kelurahan 

sering hadir untuk meringankan beban masyarakat, akan tetapi respom masyarakat 

yang terdampak bencana masih banyak menimbulkan kontroversi terkait penyaluran 

bantuan sosial tersebut. Berbagai kekecewaan muncul di masyarakat yang terdampak 

bencana karena penyalurannya tidak sesui dengan harapan masyarakat karena 

bantuan sosial yang disalurkan terkadang tidak tepat sasaran, adanya dugaan 

masyarakat atas penyaluran atau pembagian bantuan sosial yang tidak merata, serta 

kurangnya transparansi pemerintah kelurahan terkait bantuan sosial tersebut. 

Pemerintah kelurahan terus berupaya mencari cara agar bantuan sosial tersebut 

tepat sasaran. Olehnya itu, perbaikan data penerima bantuan sosial harus terus 

dilakukan, agar penyalurannya dapat tepat sasaran dan merata. Dengan demikian, 

ketersediaan data merupakan kunci pokok atau solusi atas penyelesaian permasalahan 
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yang sering muncul pada setiap penyaluran bantuan sosial, apakah itu bansos berupa 

barang atau jasa, transfer uang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kelurahan Liluwo merupakan 

salah satu pelayanan yang banyak menimbulkan permasalahan, terutama karena 

persoalan data masyarakat penerima yang kurang valid. Kurang validnya data 

penerima dan kurang meratanya pendistribusian bantuam sosial merupakan pokok 

permasalahannya. Hasil penelitian tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Kelurahan Liluwo, menunjukkan hasil transparansi dapat memberikan 

pengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat sebesar 0,747 

(74,7%). Hal ini berarti bahwa pemerintah Kelurahan Liluwo sudah baik dalam 

menerapkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. 

Dengan demikian, pemerintah Keluharan Liluwo sudah terbuka dalam penyaluran 

bantuan sosial kepada masyarakat. Walapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 

transparansi sudah kuat mempengaruhi terwujudnya efektivitas penyaluran bantuan 

sosial masyarakat, namun masih terdapat aspek tertentu yang mendapat tanggapan 

kurang maksimal dari responden, seperti aturan dan prosedur penerima bantuan sosial 

masih ada warga yang kurang memahami, kemudian informasi tentang proses 

pelayanan bantuan sosial (termasuk  persyaratan, durasi, dan mekanisme), serta 

informasi tentang daftat nama-nama penerima bantuan sosial. Hasil penelitian 
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Noerkaisar (2021) terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial menunjukkan bahwa 

bantuan sosial yang disalurkan pemerintah belum berjalan efektif karena masih 

terdapat permasalahan yang ditemukan dihampir seluruh lini jaring pengaman sosial, 

baik dari hulu sampai ke hilir. Permasalahan dari hulu, yakni persoalan yang timbul 

terkait validitas data penerima bantuan sosial. Adapun permsalahan dari hilir dapat 

ditemukan berbagai permsalahan seperti ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan 

bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial yang tidak merata, proses distribusi yang 

memerlukan waktu lama untuk sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, 

penyelewengan dana, pungutan liar . dan adanya pengurangan jumlah nominal 

maupun sumber daya yang diterima penerima manfaat. Dengan demikian, 

ketidakhandalan basis data penerima bantaun masih merupakan faktor utama dalam 

penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. 

Transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dapat memberikan bermacam 

manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan sosial, salah satunya 

ialah manajemen dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial mudah diakses oleh 

masyarakat. Di samping itu, kalau dikaji pada aspek persyaratan teknis dan 

administratif pelayanan bantuan sosial memiliki kepastian pelayanan secara jelas 

kepada masyarakat, sehingga lurah selaku pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab memberikan pelayanan ditetapkan secara formal berdasarkan surat 

keputusan. Manfaat lainnya yakni, transparansi pelayanan bantuan sosial bagi lurah 

selaku pejabat yang berwenang dan atau menyelesaikan keluhan, serta adanya 
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komunikasi yang baik dalam melayani. Transparansi pelayanan juga berguna sebagai 

standar pelayanan publik yang realisitis dan dipublikasikan pada masyarakat. 

Kemudian dari aspek efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat, masih 

ditemukan aspek yang kurang maksimal, yakni warga masyarakat menerima bantuan 

sosial kurang tepat waktu. Kurniawan (2018) mengatakan bahwa efektivitas 

merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau 

misi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 

dalam pelaksanaannya. Efektivitas juga merupakan hubungan derajat keberhasilan 

suatu operasi pada wilayah publik. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika 

kegiatan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan untuk 

menyediakan pelayanan masyarakat yang menjadi sasaran utama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Transparansi dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat sebesar 0,747 (74,7%) di Kelurahan Liluwo. Hal ini berarti 

bahwa pemerintah Kelurahan Liluwo sudah baik dalam mewujudkan transparansi 

dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Persoalan utama terkait 

efektivitas penyaluran bantuan sosial yakni keakuratan data tentang masyarakat yang 

memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Perwujudan transparansi dalam 

pelayanan penyaluran bantuan sosial oleh instansi pemberi pelayanan merupakan 

suatu keharusan, karena mengingat transparansi dalam menghilangkan korupsi dan 

pungutan liar oleh oknum aparat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terjadi karena 

dalam transparasnsi pelayanan bantuan sosial akan tersedia informasi yang lengkap 

terkait pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat, seperti prosedur pelayanan, 

persyaratan pelayanan, biaya yang dikenakan kalau ada, batas waktu pelayanan, dan 

lain-lain. 

 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang peneliti dapat berikan, yakni: 
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1. Pemerintah Kelurahan Liluwo sebaiknya mendata ulang warga masyarakat yang 

berhak menerima bantuan sosial, karena hasil observasi yang peneliti lakukan di 

lapangan, masih terdapat warga masyarakat yang berhaj menerima bantuan sosial, 

namun belum mendapat bantuan sosial karena belum di data oleh ketua RTnya. 

Disisi lain, ada beberapa warga masyarakat yang mendapat dua kali bantuan 

sosial, padahal aturan tidak memperbolehkannya. 

2. Pemerintah Kelurahan Liluwo sebaiknya berkoordinasi ulang dengan para tokoh 

masyarakat untuk mendata ulang warganya yang memang berhak menerima 

bantuan sosial, namun belum menerima. Hal ini dikarenakan ketua RT belum 

maksimal melakukan pendataan warganya. 
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TRANSPARANSI (variabel X) 

No. 

Urut 
1 2 3 4 5 6 Total 

1 4 5 4 4 4 5 26 

2 4 5 3 4 5 5 26 

3 3 4 4 4 3 3 21 

4 5 4 4 5 4 3 25 

5 5 4 5 5 5 4 28 

6 4 4 5 5 5 5 28 

7 5 5 5 5 4 4 28 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 5 5 4 4 5 5 28 

10 5 5 5 5 4 5 29 

11 4 4 5 5 5 5 28 

12 4 4 5 5 5 4 27 

13 5 4 3 3 2 4 21 

14 4 4 5 5 5 4 27 

15 4 4 4 4 4 4 24 

16 4 4 4 4 4 4 24 

17 5 5 4 4 4 5 27 

18 4 4 5 5 4 4 26 

19 5 4 5 5 5 4 28 

20 5 5 4 4 5 5 28 

21 5 5 5 5 4 4 28 

22 5 5 5 5 4 4 28 

23 5 4 3 3 3 4 22 

24 5 5 5 5 5 5 30 

25 2 3 3 3 2 2 15 

26 3 4 3 2 3 3 18 

27 5 5 5 4 5 5 29 

28 3 2 2 3 2 3 15 

29 4 4 4 4 4 4 24 

30 4 4 4 5 4 5 26 

31 4 5 4 5 3 4 25 

32 5 4 4 3 4 4 24 

33 4 5 5 4 5 5 28 

34 4 4 5 4 4 4 25 

35 3 3 3 4 3 4 20 

36 3 3 3 3 4 4 20 

37 5 4 5 4 3 4 25 

38 4 3 3 3 3 3 19 

39 3 3 3 3 3 3 18 

40 3 3 3 3 3 3 18 

 

 



 

 

 

 

Uji validitas dan reliabilitas variabel X 

 

Scale: All Variables 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.894 6 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 20.3250 11.917 .646 .500 .887 

VAR00002 20.3750 11.779 .741 .633 .873 

VAR00003 20.4000 10.964 .777 .735 .866 

VAR00004 20.4000 11.528 .695 .636 .879 

VAR00005 20.5750 10.866 .744 .655 .872 

VAR00006 20.4250 11.892 .708 .649 .878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT  

(variabel Y) 

No. 

Urut 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 3 4 5 4 5 2 4 5 32 

2 4 5 4 5 4 3 4 5 34 

3 4 4 4 4 4 2 3 3 28 

4 4 5 4 5 4 3 5 4 34 

5 4 5 5 5 4 3 5 4 35 

6 5 4 5 5 5 4 4 5 37 

7 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 5 4 4 5 4 5 4 5 36 

10 5 4 5 5 5 5 5 4 38 

11 4 4 5 5 4 5 4 5 36 

12 4 4 5 5 4 4 5 5 36 

13 4 5 3 5 4 2 4 3 30 

14 5 5 4 4 4 5 5 5 37 

15 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

17 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

18 5 5 5 5 4 4 5 5 38 

19 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

20 5 4 5 5 5 4 4 5 37 

21 5 5 4 4 5 4 5 5 37 

22 5 5 4 4 5 4 5 5 37 

23 4 5 4 3 5 3 4 5 33 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

25 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

27 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

28 4 3 4 3 3 4 3 3 27 

29 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

30 4 4 4 4 5 4 5 4 34 

31 4 4 5 5 4 5 4 4 35 

32 5 4 5 4 5 3 5 5 36 

33 5 5 4 4 5 4 5 4 36 

34 4 5 5 5 5 3 5 5 37 

35 5 4 5 4 4 3 4 5 34 

36 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

37 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

38 4 4 3 4 3 4 3 4 29 

39 3 3 4 3 4 3 3 3 26 

40 4 3 3 3 3 2 3 4 25 

 



 

 

Uji validitas dan reliabilitas variabel Y 

 

Scale: All Variables 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.875 8 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 29.0500 14.510 .718 .571 .851 

VAR00002 29.0500 15.023 .609 .609 .862 

VAR00003 29.1250 14.933 .618 .574 .861 

VAR00004 29.1000 14.400 .635 .533 .859 

VAR00005 29.1000 15.015 .633 .539 .860 

VAR00006 29.6000 14.810 .439 .352 .886 

VAR00007 29.1750 13.840 .787 .692 .843 

VAR00008 29.0750 13.969 .709 .549 .851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULASI NILAI TOTAL 

Nomor Urut 

Responden 

Transparansi 

(variabel X) 

Penyaluran 

Bantuan Sosial 

Masyarakat 

(variabel Y) 

1 26 32 

2 26 34 

3 21 28 

4 25 34 

5 28 35 

6 28 37 

7 28 36 

8 24 32 

9 28 36 

10 29 38 

11 28 36 

12 27 36 

13 21 30 

14 27 37 

15 24 31 

16 24 32 

17 27 39 

18 26 38 

19 28 37 

20 28 37 

21 28 37 

22 28 37 

23 22 33 

24 30 40 

25 15 25 

26 18 24 

27 29 31 

28 15 27 

29 24 34 

30 26 34 

31 25 35 

32 24 36 

33 28 36 

34 25 37 

35 20 34 

36 20 25 

37 25 33 

38 19 29 

39 18 26 

40 18 25 



 

 

 

 

DISTRIBUSI FREKUENSI: 

Transparansi (variabel X) 

Frequency Table 

 

pertanyaan 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 

3.00 7 17.5 17.5 20.0 

4.00 16 40.0 40.0 60.0 

5.00 16 40.0 40.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

Pertanyaan 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 

3.00 6 15.0 15.0 17.5 

4.00 20 50.0 50.0 67.5 

5.00 13 32.5 32.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

pertanyaan 3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 

3.00 10 25.0 25.0 27.5 

4.00 13 32.5 32.5 60.0 

5.00 16 40.0 40.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  



 

 

pertanyaan 4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 

3.00 9 22.5 22.5 25.0 

4.00 15 37.5 37.5 62.5 

5.00 15 37.5 37.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 3 7.5 7.5 7.5 

3.00 9 22.5 22.5 30.0 

4.00 16 40.0 40.0 70.0 

5.00 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 

3.00 7 17.5 17.5 20.0 

4.00 20 50.0 50.0 70.0 

5.00 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 



DISTRIBUSI FREKUENSI: 

Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (variabel Y) 

Frequency Table 

 

 

pertanyaan 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 5 12.5 12.5 12.5 

4.00 19 47.5 47.5 60.0 

5.00 16 40.0 40.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 5 12.5 12.5 12.5 

4.00 19 47.5 47.5 60.0 

5.00 16 40.0 40.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 6 15.0 15.0 15.0 

4.00 20 50.0 50.0 65.0 

5.00 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 

pertanyaan 4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 8 20.0 20.0 20.0 

4.00 15 37.5 37.5 57.5 

5.00 17 42.5 42.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 5 12.5 12.5 12.5 

4.00 21 52.5 52.5 65.0 

5.00 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 4 10.0 10.0 10.0 

3.00 11 27.5 27.5 37.5 

4.00 17 42.5 42.5 80.0 

5.00 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pertanyaan 7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 8 20.0 20.0 20.0 

4.00 18 45.0 45.0 65.0 

5.00 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan 8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 8 20.0 20.0 20.0 

4.00 14 35.0 35.0 55.0 

5.00 18 45.0 45.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descriptive Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

33.3250 4.32279 40 

Transparansi (X) 24.5000 4.02556 40 

 

 

Correlations 

  Penyaluran 

bantuan sosial 

masyarakat 

(Y) 

Transparansi 

(X) 

Pearson Correlation Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

1.000 .864 

Transparansi (X) .864 1.000 

Sig. (1-tailed) Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

. .000 

Transparansi (X) .000 . 

N Penyaluran bantuan 

sosial masyarakat (Y) 

40 40 

Transparansi (X) 40 40 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .864a .747 .740 2.20346 

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X) 

b. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 544.276 1 544.276 112.101 .000a 

Residual 184.499 38 4.855   

Total 728.775 39    

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X) 

b. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y) 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.589 2.175  4.867 .000 

Transparansi 

(X) 

.928 .088 .864 10.588 .000 

a. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel Nilai-Nilai r Product Moment 

N 

(sampel) 

taraf  signif N 

(sampel) 

taraf  signif N 

(sampel) 

taraf  signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0,997 0,999 37 0,325 0,418 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 38 0,320 0,413 60 0,254 0,330 

Sumber : Riduwan (2018:372) 
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KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial 

Masyarakat Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah 

Petunjuk: 

1. Mohon dijawab dengan memberikan tanda checlist (√) pada kolom jawaban yang 

paling sesuai dengan hati nurani bapak/ibu. 

2. Kuesioner ini hanya diperuntukkan untuk penyelesaian penulisan skripsi, dan 

tidak ada kepentingan lain. 

 

Penilaian pilihan jawaban: 

Sangat setuju (SS)  = 5 

Setuju (S) = 4 

Ragu-ragu (RR) = 3 

Kurang setuju (KS) = 2 

Tidak setuju (TS) = 1 

 

Pertanyaan: 

TRANSPARANSI (Variabel X) 

Pertanyaan SS S RR KS TS 

1 Aparatur kelurahan memberi informasi kalau ada 

bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan 

     

2 Aparatur kelurahan menjelaskan kepada 

masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan 

mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses 

layanan bantuan sosial 

     

3 Aturan penerima bantuan sosial mudah dipahami      

4 Prosedur layanan bantuan sosial mudah dipahami      

5 Ada informasi tentang proses pelayanan bantuan 

sosial (termasuk  persyaratan, durasi, dan 

mekanisme) 

     

6 Ada informasi tentang daftat nama-nama penerima 

bantuan sosial 

     

 

 

 

 

 



 2 

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT (Variabel 

Y) 

Pertanyaan SS S RR KS TS 

1 Aparatur kelurahan memahami peran dan 

tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan 

sosial 

     

2 Aparatur kelurahan dapat bekerja dengan baik 

dalam penyaluran bantuan sosial 

     

3 Aparatur kelurahan bersikap netral dalam 

penyaluran bantuan sosial 

     

4 Aparatur kelurahan tidak diskriminatif (pilih 

kasih)  dalam penyaluran bantuan sosial 

     

5 Warga masyarakat penerima bantuan sosial 

memang warga yang memenuhi persyaratan 

     

6 Warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat 

waktu 

     

7 Warga masyarakat terbantu dengan adanya 

penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah 

     

8 Warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan 

sosial semaksimal mungkin 
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